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7. Anggriani Alamsyah, Andi Aslinda dan Sosiawaty (UIN
Alauddin Makassar, Politeknik Pertanian Negeri Pangkep
dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara)
Netralitas Pegawai Negeri Sipil dalam Pilkada Serentak 2015

8. Rahman Hasim dan Hendry Bakri (Universitas Hasanuddin)
Netralitas Gereja Protestan Maluku dalam Pemilukada

15.00-16.00

Sesi Paralel 2

Kelompok4

1. Dian Aulia (Pusat Penelitian Politik LIPD
Menyoal Regulasi Pilkada: Upaya Penguatan KPU sebagai
Penyelenggara Pemilu

2. Anna Tliningsih (Mahkamah Konstitusi RI)
Politik Dinasti: Membangun Politik Hukum Pilkada yang
Demokratis Pasca Putusan MK No. 33/PUU-XIIV2015

3. Adi Suryadi Culla (Universitas Hasanuddin)
Peranan Pengawasan dalam Pilkada Serentak

4. Lita QestaAddy Listya Wardhani (Universitas Diponegoro)
Politik Dinasti dalam Kajian Konstitusi Pasca Putusan
Mahkamah Konstitusi

5. Ratnia Solihah dan Siti Witianti (Universitas Padjadjaran)
Politik Transaksional dalam Pilkada Serentak dan Implikasinya
bagi Pemerintah Daerah di Indonesia

6. Fajri Nursyamsi dan Estu Dyah Arifianti
(Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia)
Aksesibilitas Pemilihan Umum Kepala Daerah Serentak bagi
Warga Negara Disabilitas

Moderator: Muhammad Nasir Badu. Ph.D

Gd.IPTEKS

16.00-r6.30

Penutupan
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

Gd.IPTEKS

I
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AGENDA SEMINAR NASIONAL MENYONGSONG
PILKADA SERENTAK TAHUN 2OI5

UNIVERSITAS HASANUDDIN, MAKASSAR, l0 November 2015

Waktu Aktivitas Ruangan

08.00-09.00 Registrasi Gd. IPTEKS

Sambutan Gubernur Sulawesi Selatan
Kesiapan Pemerintah Provinsi dalam Menyongsong pilkada serentak
di Sulawesi Selatan

Gd.IPTEKS

09.00-10.00

Sambutan Rektor Universitas Hasanuddin sekaligus membuka
acara Seminar Nasional Menyongsong Pilkada Serentak rahun 20 I 5

Keynote Speech Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie (Ketua DKppRD
Kesiapan Indonesia dalam Penyelenggaraan pilkada Serentak Tahun
2015

Gd.IPTEKS

10.00-10.15 Coffee Break -obi Gd.IPTEKI

10.15-13.00

Sesi Panel
Husni Kamil Manik
Prof. Dr. Muh. KausarBailusy, M.A.
Prof. Dr. Armin, M.Si.
Bambang Eka Cahya Widodo, M.Si.
Moderator: Prof. Dr. Muhammad, S.IP., M.Si.

Gd.
IPTEKS

13.00-14.00 ISHOMA

14.00-15.00

Sesi Paralel I
Kelompok I
l. AndiAlimuddin Unde (Universitas Hasanuddin)

Media Massa, Pilkada dan Demokrasi

2. Fajar L. Soeroso (Mahkamah Konstitusi RD proyeksi
Konstitusional Badan Peradilan Khusus pilkada

3. Jayadi Nas (Universitas Hasanuddin)
Sistem Pemilihan dan Rekrutmen politik: Suatu Tinjauan
Konseptual-Teoretik dan Renungan Menjelang pilkada Serentak

4. Eka Suaib (Universitas Halu Oleo)
Institusionalisasi Partai Politik: Studi Kasus Hesemoni pAN di
Sulawesi Tenggara

5. Caroline Paskarina (Universitas Padjadja-ran)
Pilkada Serentak, Eksklusi Partai politik, dan Masa Depan politik
Representasi

6. Firman Manan (Universitas Padjadjaran)
Pemilihan Kepala Daerah dengan pasangan Calon Tunggal dalam
Pilkada Serentak 2015

Moderator: Andi Naharuddin, S.IP.. M.Si.

Ruang A/
Rg. Utama
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PILKADA, DEMOKRASI DAII PARTISIPASI POLITIK

Muhammad Kausar Bailusvr

Abstrak
Pemilihan umum merupakan salah satu indikator pelaksanaan dan perkembangan demokrasi di suatu negara.

Indonesia merupakan negara yang demokratis dengan siklus pergantian kepemimpinan yang teratur dan

terstruktur dalam setiap periodenya melalui pemilihan umum. Di tahun 201 5 ini, Indonesia sedang menjalankan
era baru dalam melakukan suksesi kepemimpinan di tingkat daerah dengan penyelenggaraan pemilihan kepala
daerah (Pilkada) secara serentak. Melalui tulisan ini, penulis mengkaji aspek-aspek terkait penyelenggaraan

pilkada melalui sudut pandang demokasi, partisipasi politik masyarakat dan pemetaan situasi politikterhadap
penyelenggara pemilu, partai politik dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Pilkada, Demokrasi, Partisipasi Politik

PEI\IDAHI]LUAN

Sistem politik di era reformasi

diterapkan secara konstitusional untuk memilih
pejabat politik didasarkan pada mekanisme

demokrasi. Pada abad ke 20 para ilmuwan
politik dan politisi yang resah dan tidak berdaya

berpendapat bahwa banyak Negara di dunia
yang menyatakan sistem politiknya demokratis,

tetapi dalam implementasinya tidak demokratis,
dalam hal ini para pejabat politik di Indonesia

masih dipilih secara demokratis oleh warga

Negara, namun dalam menjalankan kekuasaan

tidak demokratis.

Suksesi kepemimpinan kepala daerah

melalui proses Pemilihan Kepala Daerah

(Pilkada) diharapkan berj alan secara demokratis.

Namun tahapan dalam Pilkada melalui proses

yang sangat rumit, tetapi para calon pejabat

politik berupaya dengan cara apapur untuk

memenuhi persyaratan administrasi dan

berupaya lolos menjadi calon pejabat politik
yang definitif. Proses politik yang dijalani
ini dilakukan oleh calon pejabat politik untuk
menjaga stabilitas politik dan memastikan
proses demokrasi tetap berjalan.

Dalam makalah ini akan diuraikan hal-

hal terkait aspek demokrasi, partisipasi politik
hingga pemetaan situasi politik jelang Pilkada
serentak sebagai bahan evaluasi dan kontemplasi

untuk menghadapi pelaksanaan Pilkada serentak

pada Desemb er 201 5 mendatang.

PEMBAHASAI\I
Demokrasi dalam Pilkada Serentak

Secara sederhan4 demokrasi dapat

dimaknai sebagai partisipasi warga Negara
untuk menetapkan sendiri dan memilih calon
pejabat politik. Dalam demokrasi, pejabat

politik meliputi kepala desa, walikota dan wakil
walikota, bupati dan wakil bupati, gubernur dan

wakil gubernur, presiden dan wakil presiden,

sedangkan dari sisi pejabat politik di legislatif
meliputi: anggota DPRD, anggota DPD, anggota

DPR dan anggota DPR-Desa.

Pemilihan pejabat politik yang

demokratis membutuhkan ruang politik yang

steril. Kondisi ini harus dibangun untuk
menjaga rasa aman terhadap warga Negara

dalam memilih. Penciptaan kondisi ketenangan

dalam memilih merupakan hak politik pemilih
untuk menggunakan hak pilih. Rasa aman

dalam menggunakan hak politik untuk memilih
merupakan makna politik demokrasi pemilih

dalam memilih.
Robert Dahl menyatakan bahwa proses

pemilihan pejabat politik dilakukan untuk
mengakomodir keinginan masyarakat atas calon
pejabat politik. Calon pejabat politik terpilih,
oleh rakyat (pemilih) merupakan pengendali.

Pemerintah demokrasi modem yang memiliki
posisi sebagai perwakilan politik rakyat pemilih.

Robert Dahl menekankan 10 hak yang

merupakan efek pelaksanaan pemilihan yang

demokratis, sebagai berikut:

I Prof. Dr. M.A., Program Studi Ilmu Politik Universitas Hasanuddin.
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MENEMU-KENALI PROBLEM PEMILTIKADA SERENTAK
DAN KANALISASIIVYA

Muhadam Labolor

Abstract
Schedule changes of General Election of Regiornl Heads which is conducted in unison orter setting in Law
No. 8/2015 raises to various implications.The problems of General Elction of Regional Heads in unison
when identfied can be divided into three main stages, i.e input, process and output. In the input stages, the
recruitment of candidate pairs for regional heods dealing with the issue of tightness of the system settings a
minimum of two candidstes pairs.This conditions created a stagnation for a single condidate pairs without
competitors like Blitar Tasilvnalaya and Timor Tbngah Utara QTU).The issue is beyond the enrollment
technical mechanisms in some cases creating local scale tensions. In the process stqges, potency of problem
was detected varies startingfrom mobilization to the massive effort for the vote in order to creote a width gap
as a juridical foundation for the process of the justice searching by a candidate pairs who felt "tricked" or
even lose out in real. While in output stages, risk to low of electors acceptabilityfor the candidate pairs so that
could potentially degrade the legitimacy of the elected pairs.With the argument that the General Election of
Regional Heads in unison built on the principles of efrciency and ffictiveness, it seems in addition to snatch
half the quality of democracy, also showed a paradox tendency with the main of eficiency and ffictiveness.
These symptoms may require a number of strategies as csnalization of the various issues that arise in half the
time 'match', so even though the eficiency cmd ffictiveness of the regional head elections is not revealing the
results, but the quality of democracy is not entirely lost useless.This paper will identified a number of major
problems in General Election of Regional Heads in unison ond at the same time trying to throw some ideasfor
canalizqtion ffirt to save democracy at grass root levelwhile controlling expenses as much as possiblefor the
purpose of being more principals.

Keywords: General Election of Regional Heads in unison,Issues of Inpul, Process, and Outpul

Abstrak
Perubahan jadwal Pemilukada yang dilakukan serentak pasca pengaturan dalam UU Nomor 8/2015
menimbulkan berbagai implikasi. Problem Pemilukada serentak jika ditemu-kenali dapat dibagi dalam tiga
tahapan pokok yaitu, tahapan input, proses dan output. Pada tahapan input, rek,rutmen pasangan kandidat
kepala daerah berhadapan dengan persoalan ketatrya pengaturan sistem terhadap minimal dua pasangan calon.
Kondisi ini melahirkan stagnasi bagi pasangan tunggal tanpa kompetitor seperti Kabupaten Blitar, Thsikmalaya
dan Timor Tengah Utara Gn . Persoalan tersebut diluar mekanisme teknis pendaftaran yang dalam beberapa
kasus menciptakan ketegangan berskala lokal. Pada tahapan proses, potensi masalah terdeteksi bervariasi
mulai dari mobilisasi hingga upaya masif bagi perolehan suara agar tercipta kesenjangan lebar sebagai dasar
pijakan yuridis bagi proses pencarian keadilan oleh pasangan yang merasa "diakali" atau bahkan kalah yang
sesungguhnya. Sedangkan tahapan oaptutberesiko pada rendahnya akseptabilitas pemilih terhadap pasangan
sehingga berpotensi mendegradasi legitimasi pasangan terpilih. Dengan argumentasi bahwa Pemilukada

serentak dibangun diatas prinsip efisiensi dan efektivitas, tampaknya selain dapat merenggut separuh
kualitas demokrasi, juga memeperlihatkan kecendrungan paradoks dengan prinsip efisiensi dan
efektivitas itu sendiri. Gejala ini kiranya membutuhkan sejumlah strategi sebagai kanalisasi terhadap
berbagai persoalan yang muncul di separuh waktu 'pertandingan', sehingga sungguhpun efisiensi
dan efektivitas Pemilukada tak begitu menampakkan hasil, namun kualitas demokrasi tak seluruhnya
hilang percuma. Tulisan ini akan menemu-kenali sejurnlahproblem utama dalam Pemilukada serentak
sekaligus meraba implikasi umum terhadap nasib demokrasi di level grass root serayamengendalikan
pengeluaran semaksimal mungkin bagi tujuan yang lebih pokok.

Kata Kunci: Pemilukada Serentak, Problem Input, Proses dan Ouput.

I Fakultas Politik PemerintahanlnstitutPemerintahan DalamNegeri, KampusJakarta. Email: muhadamlabolo@
smail.com
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PERGESERAI\ PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI
DALAM MENJAGA DEMOKRASI LOKAL

Bisariyadir

Abstrak
Peranan yang dimainkan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam menjaga demokrasi lokal tidaklah ajek.
Dinamika perubahan peran dilakoni MK secara shategis. Diawali dari pemberian mandat oleh pembentuk
Undang-Undang melalui perumusan Pasal236C Undang-UndangNomor 12 Tahun 2008 yang mengalihkan
kewenangan mengadili sengketa pilkada dari MahkamahAgung ke Mahkamah konstitusi. Kemudian, pasca

putusan sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur tahun 2008, peranan MK dalam menangani sengketa
hasil pemilu tidak berkutat pada permasalahan selisih perolehan suara semata. MK juga menerobos wilayah
baku yang ditentukan pembentuk Undang-Undang dengan mempertimbangkan adanya pelanggaran pemilu
bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan oleh para peserta pemilu. Dalam perkembangan
selanjufry4 MK menarik diri dari kewenangan menangani perkara sengketa hasil pemilukada melalui
putusan nomor 97/PUU-XI /2013. Tak berselang lama, terdapat perubahan kebijakan pembentuk Undang-
Undang yang memutuskan untuk menyelenggarakan pemilukada secara serentak dengan mengeluarkan
Undang-Undang Nomor I Tahun 2015. Terdapat tarik-ulur dalam penentuan lembaga yang berwenang
untuk menangani hasil sengketa pemilukada. Pada akhirnya, hasil kompromi politik menentukan bahwa
MK memegang mandat untuk tetap menangani sengketa pilkada sebagai kewenangan transisional sebelum
dibentuknyabadan peradilan khusus. Tulisan ini bermaksud untukmelihatkewenanganMK dalam mengadili
sengketa hasil pilkada dari waktu ke waktu. Tulisan ini dimaksudkan untuk mendapatkan gambaran
yang komprehensif bahwa terdapat perbedaan antara penanganan sengketa pilkada antara periode 2008-
2013 dengan periode transisional. Titik perhatian utama tulisan ini hendak menyatakan bahwa MK perlu
melakukan pergeseran peran dalam pola penanganan sengketa pilkada. Sebagai kewenangan yang bersifat
transisi ini MK tidak lagi perlu mempertimbangkan pelanggaran pilkada tetapi cukup pada pertimbangan
penyelesaian selisih perolehan suara. Argumentasi ini ditunjang oleh desain aturan sebagaimana dirumuskan
dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015. Meskipun demikian, pergeseran peran ini tidak mengubah
hakikat MK sebagai penjaga demokrasi lokal.

Kata Kunci : Demokrasi, Sengketa Pilkada, Mahkamah Konstitusi.

I. PEI\DAHI]LUAI\I

Dalam hal pengisian jabatan kepala
daerah, Konstitusi menandaskan prasyarat

bahwa kepala daerah haruslah "dipilih secara

demokratis". (Pasal 18 ayat 4 UUD 1945) Pada

prakteknya, pengisianj abatan tersebut dilakukan
dengan beragam mekanisme yang masuk dalam
lingkup demokratis. Pengisian jabatan kepala

daerah pernah dilakukan melalui mekanisme
pemilihan oleh DPRD yang dilakukan
sebelum tahun 2004. Namun, mekanisme ini
memunculkan beberapa permasalahan mendasar

arttara lain menimbulkan terj adinya ketegangan

antara kepala daerah dengan DPRD. Selain

itu, tidak jarang pula terjadi penyelewenangan

' Peneliti pada Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia

dalam proses pemilihan kepala daerah di DPRD
seperti adanya money politic atau jual-beli
suara.r Atas dasar permasalahan ini, pembentuk

UU memutuskan untuk mengubah mekanisme
pemilihan dengan melaksanakan pemilihan

secara langsung. Pembentuk UU menerbitkan
UU nomor 32 tahun 2004 yang menetapkan

bahwa "Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah dipilih langsung dalam satu pasangan

secara langsung oleh rakyat di daerah yang

bersangkutan".2

Salah satu permasalahan dalam

pemilihan secara langsung adalah berkaitan
dengan sengketa hasil penghitungan suara. Pada

awalnya, pembentuk UU memberi kewenangan

I Huda, Ni'matul. 2005. Pemilihan Kepala Daer-
ah Secara Langsung dalam Perspektif Yuridis. Jurnal
Hukum Respttblica 4(2) 13l-157

2 Pasal24 ayat (5) UU 32tahun2004
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MENDT]LANG PARTISIPASI PT]BLIK DALAM PENGEMBANGAII
DEMOKRASI DENGAI{ PEMILIHAN KEPALA DAERAH

SECARASERENIAK

Siti Matikhatun Badrivah 1

ABSTRAK
Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya
mewujudkankedaulatanrakyat(kekuas&mwarganegara)atasnegarauntukdijalankanolehpemerintah
negara tersebut.Kedaulatan rakyat memberikan makna bahwa rakyat memiliki peransentral dalam
pengambilan keputusan, termasuk keputusan dalam pemilihan umum.Secara singkat dapat dikatakan
bahwa demokrasi ini merupakan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.iA ini berarti
bahwa demikian besarnya partisipasi publik dalam pemilihan ulnum, termasuk pemilihan umum
dalam memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah.Karena sedemikian pentingnya partisipasi
publik ini, maka keberhasilan pemilihan umum ini sangat dipengaruhi oleh partisipasi publit< dajam
segala lini.Saat ini pelaksanaan pemilihan kepala daerah sedang dilakukan secara serentak.setelah
sekian lama fenomena ini menjadi pembicaraan hangat dengan berbagai kontroversinya, akhimya
dilaksanakan juga.Salah satu harapan besar dilaksanakannya pemilihan kepala daerah secara serentak
ini tentu makin meningkabrya partisipasi publik dalam pengembangan demokrasi.Dalam pelaksaruuul
pemilihan kepala daerah secara serentak ini temyata banyak masalah yang terjadi.Tujuan penelitian
ini adalah untuk memahami dan menganalisis bagaimana mendulang partisipasi publik dalam
pengembangan demokrasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan pemilihan kepala daarah secara
serentak.Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskdptif
analitis.

Kata Kunci: Mendulang, Partisipasi Publik, Pengembangan Demokrasi, Pemilihan Kepala Daerah
Serentak, Kedaulatan Rakvat

A. Pendahuluan
1. LatarBelakang

Manusia merupakan makhluk sosial
sehingga selalu membutuhkan interaksi dengan
manusia lainnya.Dalam pemenuhan kebutuhan
manusia yang beraneka ragam tentu tidak
menutup kemungkinan terjadinya konflik
kepentingan, sehingga diperlukan kaidah sosial
yang menjadi pedoman bagi manusia untuk
berperilaku dalam kehidupan sehari-hari.
Salah satu kaidah sosial dalam hal ini adatah
kaidah hukum. Bahkan di Indonesia hal ini
dinyatakan secara tegas di dalam Undang-
undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa
Indonesiaadalah Negara yang berdasarkan atas

hukum (rechtsstaat) tidak didasarkan pada

kekuasaan (machtsstaaf) saja. Sebagai Negara
yang mendasarkan atas hukum maka segala
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara didasarkan pada hukum termasuk
dalam bidang politik. Salah satunya adalah
partisipasi masyarakat/rakyaVpublik.

Dalam Pasal I ayat (2) UUD 1945
dilaksanakan menurut undang-undang.Hal ini
juga menunjukkan bahwa Negara Indonesia
adalah Negara demokrasi karena mendudukkan
rakyat sebagai peme gang kedaulatan. Partisipasi
rakyat memiliki kedudukan yang sentral

Dalam Negara demokrasi pemilu menj adi
pilihan tepat dalam suksesi kepemimpinan
karena dalam hal ini mengedepankan sistem
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk

' Dr', S.H., M.Hum., Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Email: malikha_b@yahoo.
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